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Abstrak: Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Vo­
luntary Disclosure. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh 
sejumlah variabel corporate governance terhadap tingkat voluntary 
disclosure. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier ber­
ganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan 
komite audit berpengaruh terhadap tingkat voluntary disclosure. Hal 
ini menunjukkan adanya peningkatan tuntutan voluntary disclosure. 
Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa komite audit ber­
peran untuk menjamin kepatuhan pelaporan keuangan, termasuk 
voluntary disclosure. Meskipun demikian, dewan komisaris dan ko­
misaris independen tidak dapat memengaruhi voluntary disclosure 
karena lebih menekankan pengawasan pada mandatory disclosure.

Abstract: The Role of Corporate Governance in Increasing Voluntary 
Disclosure. The purpose of this study is to examine the effect of a number 
of corporate governance variables on the level of voluntary disclosure. Data 
analysis was done by multiple linear regression test. This study shows that 
public ownership and audit committee have an effect on voluntary disclo-
sure level. These indicate that there is an increase in voluntary disclosure 
demands. In addition, the audit committee acts to ensure compliance with 
financial reporting, including voluntary disclosure. Nevertheless, the board 
of commissioners and independent commissioners can’t influence voluntary 
disclosure because it emphasizes supervision on the mandatory disclosure.

Kata kunci: corporate governance, voluntary disclosure, komite audit, 
dewan komisaris

Beberapa tahun terakhir terdapat ma­
salah mengenai keluasan pengungkapan 
laporan keuangan perusahaan yang terdaf­
tar di BEI, yaitu masih relatif belum luas 
yang seringkali mengakibatkan kerugian 
bagi pemangku kepentingan. PT Media Nu­
santara Citra Tbk (MNCN) adalah contoh 
kasus yang melanggar prinsip keterbukaan 
(disclosure). Kasus berikutnya, Basari (2013) 
mengemukakan mengenai masalah keterbu­
kaan informasi Penundaan Kewajiban Pem­
bayaran Utang (PKPU) PT Davomas Abadi 
Tbk. Skandal tersebut jelas melanggar prin­
sip keterbukaan informasi secara penuh dan 
konsistensi (full disclosure) di pasar modal. 
Peraturan mengenai keterbukaan informasi 
bersandar pada Undang-Undang (UU) Nomor 
8 Tahun 1995 yang mengatur mengenai Pa­
sar Modal menyebutkan bahwa masyarakat 

berhak  mengetahui  kondisi  perusahaan 
agar  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  in­ 
vestor.  Dari  fenomena  tersebut  peran  infor­ 
masi sebagai produk utama yang dihasilkan 
melalui  laporan  keuangan  perusahaan  sa­ 
ngat penting sebagai tanda atau sinyal yang 
mempengaruhi keputusan investasi pihak di 
luar perusahaan dan informasi yang diberi­ 
kan  kepada  publik  lebih  komprehensif  me­ 
ngenai  kondisi  perusahaan.  Kasus  tersebut 
juga  mengindikasikan  terjadinya  asimetri 
informasi  antara principles dengan agent. 
Oleh  sebab  itu  pengguna  informasi  sangat 
membutuhkan  informasi  yang  transparan, 
terutama  pemegang  saham  sebagai  pemilik 
perusahaan. Informasi yang transparan dan 
lebih  komprehensif  akan  membantu  peng­ 
guna sebagai dasar pengambilan keputusan

  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  in­ 
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vestasi masa depan pada perusahaan terkait.
Penelitian-penelitian berkaitan de­

ngan faktor-faktor yang mempengaruhi vo
luntary disclosure sudah banyak, misalnya 
Ibrahim, Solikahan, & Widyatama (2015), 
Muawanah (2014),  Muttakin, Khan, & Bellal 
(2015), serta Yu, Li, & Yang (2017). Peneli­
tian tersebut menemukan hasil yaitu pro­
porsi kepemilikan saham oleh publik tidak 
berpengaruh pada keterbukaan informasi. 
Hasil tersebut berbeda dengan penelitian 
Hui & Matsunaga (2015) dan Kim (2015)  
bahwa kepemilikan publik mempunyai pe­
ngaruh terhadap pengungkapan informasi. 
Detthamrong, Chancharat, & Vithessonthi 
(2017) menunjukkan bahwa kepemilikan 
saham oleh masyarakat yang semakin ting­
gi akan berakibat pada tekanan yang tinggi 
untuk perusahaan agar mengungkapkan in­
formasi yang lebih baik. Kepemilikan saham 
oleh masyarakat dengan persentase yang le­
bih besar juga akan mendorong perusahaan 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna de­
ngan mengungkapkan informasi yang lebih 
banyak yang bertujuan memasarkan sa­
hamnya dan untuk meminimalkan tekanan 
dari pembuat peraturan (pemerintah).

Penelitian Octavia (2017) dan Kurnian­
to, Sutrisno, & Saraswati (2016) menunjuk­
kan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemi­
likan pemerintah, ukuran perusahaan, dan 
leverage memiliki pengaruh signifikan yang 
positif terhadap kualitas voluntary disclo-
sure. Akan tetapi, proporsi komisaris inde­
penden, kepemilikan manajerial, dan pro­
fitabilitas tidak memiliki pengaruh secara 
signifikan pada kualitas voluntary disclo-
sure. Kebaruan penelitian ini menggunakan 
variabel struktur kepemilikan dan dewan 
komisaris dengan proksi yang berbeda yang 
diduga berpengaruh positif terhadap luas­
nya voluntary disclosure. Selain itu, sektor 
perusahaan dan periode pengamatan menja­
di kebaruan penelitian ini. Dalam membuat 
indeks voluntary disclosure suatu instrumen 
dibutuhkan sehingga dapat menggambar­
kan informasi secara jelas dan detail pada 
masing-masing item laporan keuangan se­
suai dengan ketentuan. Penelitian ini meng­
gunakan indeks Wallace dengan melakukan 
perbandingan antara beberapa informa­
si yang disajikan oleh perusahaan dengan 
beberapa informasi yang sebaiknya disaji­
kan oleh perusahaan. Daftar item pengung­
kapan voluntary disclosure mengacu pada 
Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016.

Penelitian ini penting untuk dilakukan 
karena voluntary disclosure memiliki kan­
dungan informasi yang penting dan dapat 
mempengaruhi keputusan penggunanya 
serta dapat menurunkan asimetri informasi. 
Hal ini menunjukkan perusahaan berminat 
untuk menyampaikan informasi yang dapat 
meningkatkan kredibilitas perusahaan 
meskipun infomasi tersebut tidak diwajibkan 
untuk memberi sinyal positif bagi perusa­
haan. Signalling theory mendasari pengung­
kapan sukarela karena sinyal yang berupa 
informasi mengenai usaha yang telah dilaku­
kan pihak manajemen untuk merealisasikan 
keinginan pemilik. Sinyal tersebut dapat be­
rupa informasi lain yang menyatakan peru­
sahaan lebih baik daripada perusahaan lain. 
Manajemen berupaya mengungkapkan in­
formasi privat yang menurut pertimbangan­
nya akan menarik calon investor jika berupa 
berita bagus. Pengungkapan sukarela yang 
tertuang pada annual report salah satu upa­
ya memberikan sinyal positif kepada peng­
guna informasi karena didalamnya terdapat 
informasi keuangan dan non-keuangan.

Sample frame yang digunakan adalah 
perusahaan tambang yang terdaftar di BEI 
selama 2014-2016. Pertimbangan memilih 
perusahaan pertambangan karena perusa­
haan semacam ini dipercaya membutuhkan 
image yang lebih baik dari investor dan pe­
mangku kepentingan (Kim, 2015). Penelitian 
Sankara, Lindberg, & Razaki (2016) me­
ngungkapkan bahwa industri pertambangan 
memiliki karakteristik dan sifat yang ber­
beda dengan sektor indutri lainnya. Karak­
teristik dan sifat perusahan pertambangan 
yaitu untuk berinvestasi memerlukan biaya 
yang besar dengan sarat risiko dan jangka 
waktu yang lama, serta tingginya ketidak­
pastian, karena perusahaan pertambang­
an juga merupakan perusahaan yang da­
lam kegiatannya melakukan pengelolaan 
sumber daya dan transaksi ekonomi yang 
melibatkan banyak pihak yaitu pemangku 
kepentingan (supplier, kreditur, konsumen, 
calon investor, dan lain-lain). Perusahaan 
pertambangan juga melakukan aktivitas 
ekonomi yang melibatkan banyak pihak 
sehingga cenderung berisiko dan tekanan 
yang timbul juga banyak. Kondisi tersebut 
mengharapkan perusahaan pertambang­
an memiliki hubungan baik dengan ber­
bagai pihak. Dengan voluntary disclosure 
informasi yang dihasilkan dapat memban­
tu untuk pengambilan keputusan investa­
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si. Periode penelitian tahun 2014 sampai 
dengan 2016 dipilih karena pada periode 
tersebut industri pertambangan mengalami 
naik turun seiring adanya gejolak ekonomi 
di Indonesia (www.worldbank.org, 2014).

Sepanjang tahun 2013 dan 2014 per­
tumbuhan ekonomi melemah dan perusa­
haan tambang pun ikut terkena dampak 
(www.ekonomi.kompas.com). Gejolak politik 
yang terjadi seringkali membuat menurun­
nya kepercayaan pada para investor yang 
mengakibatkan juga tertundanya sejumlah 
proyek dan investor baru. Tak hanya itu, ru­
piah pun terus melemah menyebabkan pe­
merintah menurunkan subsidi bahan bakar 
minyak. Walaupun harga menurun, seba­
gian besar produsen Indonesia tetap mening­
katkan produksi guna menjaga kestabilan 
pada konsumen. Dengan berjalannya wak­
tu perekonomian di Indonesia, khususnya 
sektor pertambangan, mulai meningkat. 
Pada tahun 2015 Kepala Badan Koordina­
si Penanaman Modal (BKPM) mengatakan 
bahwa sektor pertambangan menyerap in­
vestasi terbesar pada periode Januari-Ma­
ret 2015 yaitu sebesar Rp 15 triliun atau 
12% dari realisasi penanaman modal kuar­
tal I tahun 2015 (Kim, 2015). Dari peristi­
wa tersebut diharapkan perusahaan dapat 
lebih mengungkapkan secara sukarela in­
formasi risiko perusahaannya yang disaji­
kan dalam annual report. Hal tersebut guna 
memudahkan pemangku kepentingan da­
lam pengambilan keputusan investasi. Tu­
juan penelitian ini yaitu menguji variabel 
struktur kepemilikan dan dewan komisaris 
sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 
luas voluntary disclosure. Struktur kepemi­
likan diwakili oleh kepemilikan publik, se­
dangkan dewan komisaris diwakili oleh jum­
lah anggota dewan komisaris, persentase 
komisaris independen, dan jumlah anggota 
komite audit di dalam suatu perusahaan.

METODE
Penelitian ini menguji teori dengan 

menggunakan variabel-varibel penelitian se­
cara kuantitatif, selanjutnya mengolah data 
dengan prosedur statistik sehingga dapat 
disebut dengan penelitian eksplanatori. Pe­
nelitian ekspalatori adalah penelitian yang 
menjelaskan hubungan sebab-akibat atau 
kausal di antara variabel penelitian untuk 
dilakukan pengujian terhadap teori (Winar­
no, 2007). Data panel digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kolaborasi antara data 
time series (observasi beberapa periode) dan 

cross section (pengamatan satu periode).
Populasi yang digunakan yakni semua 

perusahaan tambang yang terdaftar di BEI 
untuk periode 2014-2016. Teknik purposive 
sampling digunakan dalam menentukan 
sample frame penelitian. Maksud dilaku­
kan penelitian ini yakni menguji variabel 
pengungkapan (disclosure) sehingga dibu­
tuhkan perusahaan yang melakukan vo
luntary disclosure melalui laporan keuang­
an dan laporan tahunan dan dapat diakses 
melalui website. Sample design yang dimak­
sud dalam penelitian ini adalah menyelidi­
ki pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen yang peneliti 
ajukan. Variabel dependen adalah volun-
tary disclosure yang diprediksi oleh varia­
bel independen adalah kepemilikan pub­
lik, dewan komisaris, persentase komisaris 
independen, dan komite audit. Kemudian 
sample frame yang digunakan terdiri dari 
33 perusahaan pertambangan yang telah 
melalui kriteria dan terdaftar di BEI peri­
ode 2014-2016 (3 tahun). Jadi, sample size 
dalam penelitian ini berjumlah 99 sampel 
laporan tahunan perusahaan. Sumber data 
menggunakan data sekunder yang didapat­
kan melalui akses website resmi dari ti­
ap-tiap perusahaan yang termasuk sample 
frame dalam penelitian, juga didapat de­
ngan mengakses situs resmi www.idx.co.id.

Proporsi kepemilikan publik adalah 
variabel independen yang pertama yang 
menunjukkan persentase kepemilikan ma­
syarakat di luar dari kepemilikan manajerial 
dan institusional (Fitria, 2012). Penelitian ini 
menekankan pada kepemilikan saham pub­
lik sesuai dengan penelitian Arafat, Black, & 
Yurtoglu (2017) serta Lee, Lee, & Wang (2017). 
Kepemilikan saham publik diproksikan dari 
perbandingan kepemilikan saham perusa­
haan oleh masyarakat dan total saham yang 
dimiliki perusahaan yang beredar kemudi­
an dikalikan 100% (Peters & Romi, 2015).

Variabel independen yang kedua yai­
tu jumlah dewan komisaris adalah jumlah 
anggota dewan komisaris yang menjalan­
kan tugas dan fungsi monitoring perusahaan 
secara efektif di dalam suatu perusahaan 
(Sharma, 2014). Penelitian ini menggunakan 
proxy jumlah dewan komisaris di dalam 
suatu perusahaan yang berasal dari intern/
ekstern perusahaan atau yang independen 
dalam suatu perusahaan dalam menentu­
kan ukuran dewan komisaris. Hal ini tidak 
berbeda dengan penelitian Abdallah & Ismail 
(2017) dan Dembo & Rasaratnam (2014).
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Variabel yang ketiga yaitu persentase 
komisaris independen yakni bagian dari 
anggota dewan komisaris yang independen 
atau tanpa mempunyai hubungan/afili­
asi dengan pihak pengelola perusahaan, 
dan pemilik saham mayoritas, serta tidak 
ada hubungan apa pun yang dapat mem­
pengaruhi tindakan independen dalam hal 
untuk tujuan perusahaan (Baber, Liang, & 
Zhu, 2012). Pengukuran proporsi komisaris 
independen menggunakan Indikator yang ti­
dak berbeda dengan penelitian Abdallah & 
Ismail (2017), Murcia (2016), dan Huang & 
Kang (2017) yaitu dengan perbandingan pro­
porsi jumlah anggota komisaris yang inde­
penden dalam bentuk persentase terhadap 
jumlah anggota dewan komisaris di suatu 
perusahaan dengan mengalikan 100%.

Variabel yang keempat adalah jum­
lah komite audit yaitu semua member 
komite audit di dalam suatu perusahaan 
(Elfeky, 2017). Peraturan mengenai eksis­
tensi komite audit dijelaskan pada Peratur­
an OJK No.55/POJK.04/2015 yaitu peru­
sahaan diwajibkan memiliki komite audit 
yang beranggotakan seorang komisaris 
independen dan paling sedikit dua anggo­
ta dari eksternal perusahaan dan/atau ti­
dak terafiliasi dengan perusahaan (di luar 
emiten). Pengukuran komite audit dalam 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Huang & Kang (2017) yakni dengan meng­
gunakan jumlah seluruh anggota komite 
audit pada masing-masing perusahaan.

Variabel dependen atau variabel ber­
gantung pada penelitian ini adalah voluntary 
disclosure perusahaan yang dipublikasikan 
melalui annual report perusahaan, yang 
diproksikan dengan voluntary disclosure in-
dex (Abdullah, Percy, & Stewart, 2015). Indeks 
pengungkapan dihitung dengan pembagian 
antara total item pengungkapan sukarela 
oleh perusahaan terhadap total item yang 
diharapkan diungkapkan oleh perusahaan 
(Ibrahim, Solikahan, & Widyatama, 2015). 
Daftar item voluntary disclosure disesuaikan 
dengan standar peraturan di Indonesia yaitu 
Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016, 
sesuai dengan penelitian Diallo (2017) dan 
Harun (2013). Daftar item voluntary disclo-
sure tersebut meliputi pengungkapan infor­
masi umum dan strategi, data keuangan, 
informasi masa depan, dan pengungkap­
an sosial serta informasi tentang direksi.

Penelitian ini menggunakan variabel 
kontrol untuk mengendalikan causal effect 
antara variabel dependen dan variabel inde­

penden agar model penelitian lebih lengkap 
dan lebih baik (Bushee, Carter, & Gerakos, 
2014). Hal ini agar tidak ada bias atau ke­
salahan yang konsisten dalam penelitian. 
Size perusahaan digunakan sebagai variabel 
kontrol untuk mengurangi perbedaan secara 
signifikan size perusahaan yang terlalu be­
sar dengan perusahaan yang terlalu kecil 
bertujuan untuk membuat data total aset 
terdistribusi normal, sejalan dengan pene­
litian sebelumnya yaitu (Liyundra, Sayekti, 
& Roziq, 2017). Ukuran perusahaan dapat 
dilakukan dengan beberapa cara di antara­
nya adalah dengan total aktiva, net sales, 
dan market capitalization. Size perusahaan 
dalam penelitian ini diproksikan dari jum­
lah aset perusahaan dengan natural loga-
rithm dengan pertimbangan lebih konstan 
daripada nilai market capitalization dan 
net sales (Duong, Kang, & Salter, 2016).

Statistik deskriptif digunakan dalam 
penelitian ini untuk mendeskipsikan ang­
ka menjadi pernyataan yang memudahkan 
pemahaman pembaca karena penyajiannya 
lebih ringkas pada tabel sederhana (Mur­
cia, 2016; Peters & Romi, 2015). Uji statis­
tik deskriptif menghasilkan mean, median, 
standar deviasi, nilai terendah, dan nilai 
tertinggi. Penelitian ini menguji pengaruh 
variabel-variabel penelitian dengan menggu­
nakan model analisis regresi linear bergan­
da, karena untuk menguji pengaruh atau 
memprediksi variabel-variabel independen 
pada variabel dependen yang hanya berjum­
lah satu. Progam SPSS tipe 21 untuk win-
dows digunakan untuk menguji pengaruh 
antar variabel secara statistik. Pengujian re­
gresi linier berganda harus lolos pengujian 
asumsi klasik yang dimaksud menguji kua­
litas data seperti kevalidan data penelitian, 
konsisten, unbiased, dan taksiran koefisien 
regresi efisien. Pengujian asumsi klasik 
antara lain uji normaitas, multikolineari­
tas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Model persamaan regresi berganda 
dalam menguji pengaruh atau memredik­
si variabel-variabel independen pada varia­
bel dependen yang hanya berjumlah satu, 
dalam penelitian ini α ditentukan sebe­
sar 0,05, dengan rumus sebagai berikut:

VOLDISC = α + β1PUBLIK + β2DEKA + 
β3KOMIND + β4KOMAUD + β5SIZE + ε

Keterangan:
VOLDISC	 = Luas Voluntary disclosure
α		  = Konstanta 
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β1-5 		  = Koefisien Regresi
PUBLIK	 = Kepemilikan Publik
DEKA 		 = Jumlah Dewan Komisaris
KOMIND 	 = Persentase Komisaris Inde-	

penden
KOMAUD	 = Jumlah Komite Audit
SIZE 		  = Size Perusahaan
ε		  = error term 

Nilai koefisien determinasi (R²) menun­
jukkan persentase variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 
2013). Nilai koefisen penentu/determinasi 
berkisar antara angka nol dan angka satu, 
artinya jika angka R² kecil mendekati ang­
ka nol, maka variasi variabel independen 
menunjukkan persentase sangat terbatas 
mempengaruhi variabel dependen. Angka R² 
yang besar mendekati angka satu menun­
jukkan variasi variabel independen berkon­
tribusi besar mempengaruhi variabel depen­
den. Angka Adjusted R² digunakan sebagai 
nilai koefisien penentu pada penelitian ini.

Pengujian statistik F akan menunjuk­
kan apakah keempat variabel independen 
secara simultan mempengaruhi variabel de­
penden. Pengujian statistik nilai F dalam pe­
nelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 
probabilitas siginifikansi. Angka probabilitas 
signifikansi <0,05 artinya keempat variabel 
independen secara bersamaan menjelaskan 

atau mempengaruhi satu variabel dependen 
secara signifikan. Nilai probabilitas signifikan­
si >0,05 artinya keempat variabel indepen­
den secara simultan signifikan menjelaskan 
atau mempengaruhi satu variabel dependen.

Uji statistik t menjelaskan besar vari­
abel independen individual mempengaruhi 
atau menjelaskan variabel dependen yang 
hanya berjumlah satu. Pengujian statistik 
t atau t-test dalam penelitian ini dilakukan 
dengan mengukur nilai probabilitas sig­
nifikansi. Angka probabilitas signifikansi 
<0,05 berarti menunjukkan satu variabel in­
dependen mempengaruhi atau sebagai pen­
jelas yang signifikan terhadap satu variabel 
dependen. Angka probabilitas signifikansi 
>0,05 berarti menunjukkan satu variabel in­
dependen tidak mempengaruhi atau bukan 
penjelas yang signifikan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan pertambangan yang ter­

daftar di BEI periode pengamatan yaitu ta­
hun 2014-2016 dijadikan sampel peneliti­
tan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Sampel dipilih berdasarkan krite­
ria yang telah ditetapkan oleh penulis dan 
didapatkan sejumlah 99 pengamatan berupa 
laporan tahunan perusahaan pertambang­
an selama 3 tahun yaitu periode 2014-2016 
yang digunakan dalam penelititan ini. Pene­

LUAS VOLUNTARY 
DISCLOSURE (Y)

X1. Kepemilikan Publik

X2.Dewan Komisaris

X3. Komisaris Independen
X5. Ukuran Perusahaan

X4. Komite Audit

(+)

(+)

(+)
Variabel kontrol

(+)

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Uraian Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI selama
2014-2016 (42x3th=126)

126

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan
periode 2014-2016 secara lengkap (9x3th=27)

-27

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel (33x3th=99) 99

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel



    

litian ini menguji data dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda de­
ngan software SPSS versi 21.0 for windows. 
Adapun sampel lengkap yang dijadikan 
objek analisis dapat dilihat pada Tabel 1. 

Statistik deskriptif menghasilkan nilai 
rata-rata, nilai paling tinggi, nilai paling 
rendah, dan standar deviasi untuk meng­
gambarkan variabel-variabel dalam pene­
litian. Statistik deskriptif variabel-varia­
bel penelitian ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 menampilkan statistik deskrip­
tif serta semua variabel penelitian yang me­
liputi baik variabel independen maupun 
variabel dependen. Berdasarkan uji statistik 
deskriptif variabel dependen voluntary dis-
closure menunjukkan nilai minimum adalah 
81,82 artinya perusahaan paling sedikit me­
ngungkapkan 81,82% dari 33 item voluntary 
disclosure yaitu PT Cita Mineral Investindo, 
Tbk (CITA). Nilai maksimum menunjukkan 
100, artinya perusahaan mengungkapkan 
paling banyak 100% dari 33 item voluntary 
disclosure yakni PT Aneka Tambang Tbk 
(ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). Rata-ra­
ta menunjukkan bahwa indeks voluntary 
disclosure sebesar 92,10 dengan standar 
deviasi sebesar 3,81, berarti rata-rata pe­
rusahaan pertambangan di Indonesia me­
ngungkapkan sebesar 92,10% item dari 33 
item voluntary disclosure. Data menunjuk­
kan bahwa perusahaan pertambangan di 
Indonesia telah melakukan voluntary disclo-
sure cukup tinggi untuk memenuhi informa­
si kepada publik. Voluntary disclosure yang 
informatif mengacu pada Peraturan OJK 
Nomor.29/PJOK.04/2016 diharapkan dapat 
menghasilkan informasi yang lebih relevan, 
sehingga mengurangi informasi yang asi­
metri dan memberikan sinyal positif bagi 
pengguna informasi dan membatu investor 
dalam mempengaruhi keputusan investasi.

Statistik deskriptif untuk variabel in­
dependen kepemilikan publik menunjukkan 
nilai minimum 3% yaitu PT Golden Energy 
Mines Tbk (GEMS), nilai maksimal 70,58% 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan mean 
32% yang berarti rata-rata kepemilikan pub­
lik pada perusahaan pertambangan. Hal 
ini mengartikan kepemilikan publik masih 
relatif kecil dan terkonsentrasi. Kepemi­
likan publik yang semakin besar diharap­
kan perusahaan dapat memberikan infor­
masi yang lengkap agar meminimalisasi 
informasi yang asimetri dengan memberikan 
sinyal positif untuk meningkatkan kredibi­
litas pelaporan keuangan kepada investor.

Nilai minimum ukuran dewan komisa­
ris (DEKA) pada perusahaan pertambangan 
di Indonesia menunjukkan 2 orang komisaris 
pada perusahaan yaitu PT Ratu Prabu Ener­
gi Tbk (EMIS), PT ATPK Resouces Tbk (ATPK), 
dan PT J Resources Asia Pasifik (PASB). Nilai 
maksimum menunjukkan 9 orang komisaris 
yaitu PT Vale Indonesia Tbk, dan mean 4,70 
yang mengartikan rata-rata perusahaan per­
tambangan memiliki 4-5 orang dewan ko­
misaris di dalam perusahaannya. Peratutan 
mengenai PT dituangkan pada Undang-Un­
dang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 diperjelas 
di pasal 108(5) yaitu mengharuskan peru­
sahaan mempunyai minimal dua orang se­
bagai anggota dewan komisaris. Hasil data 
statistik deskriptif menyimpulkan bahwa ti­
dak ada perusahaan yang bertentangan de­
ngan undang-undang terkait kuantitas de­
wan komisaris di dalam suatu perusahaan. 
Ukuran/jumlah dewan komisaris merupa­
kan salah satu efektivitas peranan Dewan 
Komisaris dalam melaksanakan tugasnya 
mengawasi dan menasihati perusahaan.

Proporsi komisaris independen (KO­
MIND) menunjukkan nilai minimum 33,33, 
artinya perusahaan paling sedikit memiliki 
proporsi komisaris independen 33,33% dari 
jumlah anggota dewan komisaris yaitu PT 
Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai maksimum 
menunjukkan 66,67, artinya perusahaan 
paling banyak memiliki komisaris indepen­
den 66,67% dari jumlah anggota dewan ko­
misaris yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO). 
Nilai rata-rata sebesar 44,09 dengan standar 

Variabel Penelitian Min Max Rata-Rata Standar Deviasi
VOLDISC 81,82 100 92,1 3,81
PUBLIK 3 70,58 32 0,44
DEKA 2 9 4,7 1,74
KOMIND 33,33 66,67 44,09 10,34
KOMAUD 2 5 3,06 0,6
SIZE  (jutaan) 164.987 87.633.045 1.272.567 1.847.342
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Tabel 2. Statistik Deskriptif
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deviasi 10,34 cukup tinggi dan variatif, ar­
tinya perusahaan pertambangan di Indonesia 
memiliki rata-rata proporsi komisaris inde­
penden sebesar 44,09% dari semua anggota 
dewan komisaris yang ada di dalam perusa­
haan. Proporsi komisaris independen juga 
terbukti menunjukkan peningkatan efektivi­
tas kinerja dewan komisaris dalam mengem­
ban tugas utama yaitu fungsi pengawasan 
(Fama & Jensen, 1983), sehingga diharap­
kan persentase komisaris independen yang 
lebih tinggi juga berdampak semakin efek­
tif fungsi monitoring di dalam perusahaan.

Komite audit (KOMAUD) menunjuk­
kan nilai minimum 2, aritinya paling sedi­
kit perusahaan mempunyai 2 orang ang­
gota komite audit dalam perusahaan yaitu 
PT Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai maksi­
mum menunjukkan 5, artinya paling banyak 
perusahaan mempunyai 5 orang anggota 
komite audit yaitu PT Aneka Tambang Tbk 
(ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). Rata-rata 
menunjukkan 3,06 dengan standar deviasi 
sebesar 0,6 sangat kecil dan variatif, artinya 
rata-rata perusahaan pertambangan di In­
donesia mempunyai 3 orang member komite 
audit dalam perusahaannya. Peraturan OJK 
No.55/POJK.04/2015 mengatur komite au­
dit di dalam perusahaan paling tidak ada 
seorang Komisaris Independen dan paling 
sedikit dua anggota lain berasal dari ekster­
nal perusahaan atau tidak terafilisai dengan 
perusahaan (luar emiten). Dari hasil data di 
atas terungkap bahwa tidak ada perusahaan 
pertambangan di Indonesia yang melanggar 
peraturan tersebut karena semua perusa­
haan sampel mempunyai jumlah anggota 
komite audit yang sejalan dengan peraturan 
yang berlaku. Jumlah komite audit menentu­
kan efektifitas kerja dan kinerja komite audit 
(Kusumah & Manurung, 2017). Oleh kare­
na itu, diharapkan semakin banyak anggota 
komite audit kinerjanya juga semakin efektif.

Variabel kontrol pada penelitian ini 
adalah size perusahaan dengan merujuk 
pada penelititan terdahulu. Ukuran perusa­
haan menunjukkan nilai minimum 164.987, 
artinya paling sedikit perusahaan memi­
liki total aset 164 Miliar yaitu PT Harum 
Energy Tbk. Nilai maksimal menunjukkan 
87.633.045, artinya perusahaan paling ba­
nyak mempunyai total aset sebesat 87 Tri­
liun yaitu PT Adaro Energy Tbk. Rata-rata 
menunjukkan 1.272.567, artinya rata-ra­
ta perusahaan pertambangan di Indonesia 
mempunyai total aset sebesar 1,3 Triliun 
yang tergolong klasifikasi perusahaan be­

sar. Ukuran perusahaan yang semakin be­
sar, maka makin besar tuntutan voluntary 
disclosure yang menghasilkan informasi 
yang relevan agar meningkatkan kredibi­
litas pelaporan keuangan bagi pengguna.

Kualitas data diuji dengan analisis mo­
del regresi linier berganda sehingga estima­
si hasil yang signifikan penelitian ini dapat 
dimanfaatkan secara representatif. Model 
regresi dikatakan baik dan tidak menyim­
pang apabila lulus dari pengujian asum­
si klasik dasar regresi yaitu uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi (Ghozali, 2013). Normality test 
data dilakukan Kolmogrov-Smirnov (K-S) Test 
dengan hasil menunjukkan 0,950 dan ting­
kat signifikan pada 0,327, artinya jika >0,05 
menunjukkan data berdistribusi normal. 
Uji multikolinieritas memperlihatkan tidak 
ada hubungan di antara keempat variabel 
independen. Uji autokorelasi memperlihat­
kan angka probabilitas sebesar 0,189 yaitu 
>0,05. Hasil ini menunjukkan tidak ada au­
tokorelasi di antara keempat variabel inde­
penden pada model regresi dalam penelitian. 
Uji heterokedastisitas menunjukkan pola 
yang teratur sehingga tidak terjadi heretos­
kedastisitas. Penelitian ini sudah lulus uji 
asumsi klasik sehingga persamaan regresi 
berganda layak dilanjutkan. Teknik analisis 
regresi linier berganda adalah teknik analisis 
data yang dipakai untuk memprediksi vari­
abel-variabel independen sebagai penjelas 
terhadap satu variabel dependen. Model re­
gresi linier berganda menghasilkan informa­
si di antaranya model persamaan linier ber­
ganda, nilai koefisien determinasi (R2), dan 
pengujian statistik (Uji t dan uji F). Tabel 3 
berikut ini memperlihatkan hasil statistik 
perhitungan model regresi linier berganda.

Persamaan regresi yang diperoleh ada
lah sebagai berikut. 

VOLDISC =  75,243 + 1,889PUBLIK + 
0,125DEKA – 6,951KOMIND+2,-
508KOMAUD+1,362SIZE. 

Pada Tabel 3 dapat dilihat koefisien penentu/
determinasi dilihat dari nilai Adjusted R2 se­
besar 0,279. Hasil ini menunjukkan sebesar 
27,9% variabel dependen voluntary disclosure 
dipengaruhi oleh variabel-variabel indepen­
den yaitu kepemilikan publik, jumlah dewan 
komisaris, persentase komisaris independen, 
jumlah komite audit, dan size perusahaan 
sebagai variabel kontrol. Selebihnya sebesar 
72,1% diprediksi oleh sebab/faktor selain 



    

di luar model regresi seperti dalam peneli­
tian ini. Variabel independen yang berjum­
lah lima secara simultan atau bersama-sa­
ma memiliki kontribusi berpengaruh atau 
sebagai penjelas terhadap voluntary disclo-
sure sebesar 27,9%, selebihnya dipengaruhi 
oleh variabel lain selain model penelitian ini.

Nilai statistik F untuk variabel in­
dependen menunjukkan angka 8,335 
dengan p menunjukkan 0,000. Dilihat 
dari angka p<0,05, maka model regre­
si dapat memprediksi tingkat voluntary 
disclosure dan kelima variabel indepen­
den secara simultan mempengaruhi vari­
abel dependen yaitu voluntary disclosure 
atau dapat dikatakan model penelitian fit.

Uji t mengukur pengaruh satu variabel 
independen secara tunggal mempengaruhi 
atau menjelaskan variabel independen. Uji 
t dapat dilihat melalui nilai probabilitas sig­
nifikansi yaitu dengan melihat perbandingan 
antara angka signifikansi nilai t dari ha­
sil pengujian regresi berganda dengan nilai 
signifikansi yang ditetapkan dalam peneli­
tian ini. Nilai signifikansi yang dipakai pe­
nelitian ini adalah 0,000, artinya jika nilai 
signifikan < t, menunjukkan variabel inde­
penden mempengaruhi secara signifikan 
pada variabel dependen, dan jika nilai sig­
nifikansi > t, menunjukkan variabel inde­
penden bukan penjelas secara signifikan 
atau tidak mempengaruhi variabel depen­
den. Nilai signifikasi pada Tabel 3 dapat 
dilihat bahwa variabel independen dengan 
simultan menjelaskan atau mempengaruhi 
variabel dependen dengan signifikan.

Berdasarkan data pada Tabel 3, pengu­
jian statistik kepemilikan terhadap koefisien 
regresi menunjukkan angka t sebesar 1,985 
serta angka p menunjukkan 0,040. Angka 
p < 0,05 mengartikan hasil yang signifikan. 
Hal ini menunjukkan kepemilikan publik 

mempengaruhi voluntary disclosure yang 
mengarah positif. Temuan ini kongruen de­
ngan penelitian terdahulu yaitu Narayanas­
wamy, Raghunandan, & Rama (2012), Hui 
& Matsunaga (2015), Kim (2015), Chapple 
& Truong (2015), dan Rose (2016) dengan 
hasil proporsi kepemilikan publik mempe­
ngaruhi luas voluntary disclosure. Kepemi­
likan saham oleh publik mendorong perusa­
haan mengungkapkan informasi yang lebih 
komprehensif pada laporan tahunan/annu-
al report. Logika berpikir yaitu publik atau 
pihak di luar perusahaan yang memiliki 
kepemilikan saham menginginkan informa­
si yang komprehensif mengenai perusahaan 
tempat mereka menanamkan modalnya. 
Selain itu, investor mampu mengawasi dan 
memantau kegiatan manajemen sehingga 
kepentingannya dalam perusahaan dapat 
terpenuhi. Publik yang menginginkan infor­
masi yang komprehensif, mendorong ma­
najemen untuk mengungkapkan informasi 
yang komprehensif salah satunya voluntary 
disclosure yang dapat digunakan sebagai 
bahan pengambilan keputusan mengingat 
karakteristik perusahaan pertambangan 
yang memerlukan biaya besar, risiko, wak­
tu lama, dan ketidakpastian yang tinggi.

Hasil analisis regresi (Tabel 3) ukur­
an dewan komisaris menghasilkan angka t 
menunjukkan 0,553 serta angka p menun­
jukkan 0,581. Angka p > 0,05 menunjukkan 
bahwa ukuran dewan komisaris tidak sig­
nifikan mempengaruhi atau bukan penjelas 
voluntary disclosure. Temuan ini tidak sesuai 
dengan penelitian Liu (2015), Octavia (2017), 
dan Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati (2016) 
yang menyatakan bahwa ukuran dewan ko­
misaris mempengaruhi tingkat voluntary 
disclosure secara positif. Penelitian ini tidak 
berbeda dengan hasil Liang, Chen, & Chen 
(2016) dengan hasil ukuran dewan komisa­

Variabel Penelitian Koefisien Regresi t Signifikansi
Konstanta 75,243 10,43 0
PUBLIK 1,889 1,985 0,04
DEKA 0,125 0,553 0,581
KOMIND -6,951 -1,869 0,065
KOMAUD 2,508 4,383 0,01
SIZE 1,362 2,379 0,019
R² 0,317
Adjust R² 0,279
F Statistic 8,335
P 0
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Tabel 3 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
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ris tidak mempengaruhi terhadap luas vol-
untary disclosure. Hal ini karena upaya dari 
pihak manajemenlah yang menyediakan in­
formasi yang bersifat sukarela untuk mem­
berikan sinyal positif dan menunjukkan 
perusahaannya lebih baik daripada peru­
sahaan lain untuk mempengaruhi keputus­
an investasi calon investor dan juga ber­
upaya merealisaikan keinginan pemilik.

Pengujian statistik terhadap koefisien 
regresi menunjukkan hasil nilai t sebesar 
-1,869 dan angka p sebesar 0,065. Angka 
p yang melebihi 0,05 menunjukkan bah­
wa proporsi komisaris independen secara 
statistik tidak mempengaruhi atau bukan 
penjelas yang signifikan pada voluntary dis-
closure. Temuan ini tidak kongkruen de­
ngan penelitian terdahulu seperti Abdallah, 
Hassan, & McClelland (2015), Ntim (2016), 
dan Octavia (2017) dengan hasil menun­
jukkan bahwa proporsi komisaris indepen­
den mempengaruhi voluntary disclosure 
secara signifikan dengan arah yang posi­
tif. Penelitian terdahulu yang selaras de­
ngan temuan ini adalah penelitian Olsen & 
Stekelberg (2016) yang menunjukkan bah­
wa persentase komisaris independen tidak 
mempengaruhi luas voluntary disclosure.

Alasan yang mendasari bahwa proporsi 
komisaris independen tidak mempengaruhi 
voluntary disclosure adalah perusahaan 
dengan proporsi komisaris independen le­
bih tinggi tidak menjamin tingkat voluntary 
disclosure yang lebih tinggi. Hal ini dikare­
nakan komisaris independen lebih berperan 
memperhatikan mengenai pengungkapan 
wajib dibanding voluntary disclosure. Pro­
porsi dewan komisaris indepanden yang 
tinggi tidak selalu menunjukkan indepen­
densi dan profesionalitas yang tinggi kare­
na principles memegang kendali perusa­
haan sehingga proporsi dewan komisaris 
independen yang ada di dalam perusahaan 
tidak dapat berkinerja secara optimal. Se­
lain itu, tingginya presentase komisaris in­
dependen bila tidak mampu disertai dengan 
mempertahankan independensi, maka ki­
nerja mereka tidak akan efektif. Perusa­
haan yang memenuhi kriteria keberadaan 
proporsi komisaris independen sebesar 30% 
memungkinkan hanyalah formalitas dalam 
mematuhi peraturan yang berlaku. Kebija­
kan perusahaan dalam menempatkan pro­
porsi komisaris independen sebaiknya dise­
suaikan dengan kompleksitas operasional 
perusahaan tambang dengan ketidakpastian 
yang tinggi dan tentunya memperhatikan 

keefektifan dalam pengambilan keputusan.
Keberadaan komisaris independen me­

mang sudah diatur jumlahnya oleh OJK, 
tetapi praktik dalam perusahaan menun­
jukkan mekanisme yang jelas mengenai 
bagaimana pemegang saham memilih ko­
misaris independen belum ada sehingga 
meskipun ada dalam perusahaan penun­
jukkannya tidak diketahui. Kondisi terse­
but, dikhawatirkan ada kemungkinan bagi 
beberapa pihak untuk memperluas kesem­
patan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (KKN) atau memungkinkan 
penunjukkan komisaris independen ternya­
ta ada relasi afiliasi dengan perusahaan, se­
hingga penerapan prinsip-prinsip GCG akan 
melemah. Kemungkinan selanjutnya adalah 
keberadaan komisaris independen hanyalah 
untuk menaati aturan yang telah ditetap­
kan tanpa mempedulikan efektifitas fung­
sinya. Hal ini dapat terjadi karena penun­
jukan komisaris independen yang berasal 
dari eksternal perusahaan kurang memiliki 
pengalaman dalam menangani masalah-ma­
salah khusus yang dihadapi perusahaan.

Pengujian statistik terhadap koefisien 
model regresi menunjukkan nilai t untuk 
ukuran komite yaitu 4,383 dan nilai p yai­
tu 0,010. Nilai p < 0,05 yang berarti ukur
an komite audit mempengaruhi secara sig­
nifikan dengan arah yang positif terhadap 
variabel indepen atau dapat diartikan meru­
pakan penjelas dari voluntary disclosure. 
Temuan ini tidak berbeda dengan peneli­
tian-penelitian lain terdahulu seperti Liu 
(2015) dan Brada (2016) yang menyebutkan 
ukuran komite audit mempengaruhi luas 
voluntary disclosure secara positif dan sig­
nifikan. Adanya komite audit di dalam pe­
rusahaan mendukung prinsip pertanggung­
jawaban/responbility dalam menerapkan 
corporate governance mewajibkan perusa­
haan memberikan informasi yang transpa­
ran dan lengkap. Peran Komite audit terlam­
pau penting dalam menjalankan fungsinya 
yaitu mengawasi berbagai aspek organisa­
si meliputi checking dan monitoring dalam 
proses pengendalian intern serta kredibili­
tas pelaporan keuangan perusahaan. Peran 
komite audit tidak terlepas dalam hal pe­
ningkatan kredibilitas dan objektivitas lapor­
an keuangan serta menjamin intern control 
system yang lebih baik. Perusahaan pertam­
bangan rata-rata mempunyai 3 sampai 4 
orang member komite audit. Hal ini menun­
jukkan bahwa perusahaan sudah menaati 
Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 untuk 
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ukuran komite audit yang efektif. Ukuran 
komite audit yang besar menjadikan kinerja 
semakin efektif sehingga mendukung peru­
sahaan untuk menghasilan informasi yang 
lebih relevan melalui voluntary disclosure 
yang berguna bagi pengguna untuk memu­
tuskan berinvestasi pada perusahaan meng­
ingat tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Size perusahaan yang digunakan se­
bagai pengontrol hubungan baik variabel 
dependen maupun variabel independen, sig­
nifikan berpengaruh mengarah positif ter­
hadap luas voluntary disclosure. Pengujian 
statistik terhadap koefisien model regresi 
menunjukkan hasil nilai t untuk size peru­
sahaan sebesar 2,379 dengan nilai p ada­
lah 0,019. Nilai p < 0,05 ini berarti ukuran 
perusahaan mempengaruhi voluntary dis-
closure. Hasil tersebut menunjukkan kese­
larasan dengan penelitian Narayanaswamy, 
Raghunandan, & Rama (2012), Liu (2015), 
Octavia (2017) yang memerlihatkan ada 
hubungan mengarah positif dan signifikan 
antara firm size pada voluntary disclosure. 
Chauhan, Lakshmi, & Dey (2016) menya­
takan perusahaan besar tidak akan lepas 
dari tekanan para stakeholder-nya sehingga 
permintaan informasi juga meningkat. Se­
lain itu, aset perusahaan yang besar dapat 
mendorong perusahaan untuk melakukan 
pengungkapan informasi bersifat sukare­
la yang tinggi untuk menarik para inves­
tor. Perusahaan besar seperti perusahaan 
pertambangan menjadi perhatian publik 
dan stock market karena berkaitan erat de­
ngan keputusan investasi yang akan diam­
bil mengenai prospek ke depan perusahaan 
mengingat image perusahaan tambang 
memerlukan image yang lebih baik berkai­
tan dengan ketidakpastian yang tinggi. Hal 
ini memberi indikasi bahwa perusahaan 
dengan size besar akan memberikan infor­
masi yang lebih komprehensif apabila per­
bandingannya dengan perusahaan dengan 
size yang lebih kecil sebagai upaya perusa­
haan untuk mencapai akuntabilitas publik.

SIMPULAN
Temuan dalam penelitian ini adalah 

semakin meningkat porsi kepemilikan pub­
lik, tuntutan publik untuk mendorong pe­
rusahaan meningkatkan voluntary disclo-
sure untuk menghasilkan informasi yang 
lebih relevan yang berguna bagi pengguna 
juga semakin besar. Hasil menunjukkan ke­
beradaan dewan komisaris belum menun­
jukkan kinerja yang efektif dalam melakukan 

tugas utama pengawasan karena fungsi pe­
ngawasan yang efektif seharusnya mening­
katkan voluntary disclosure agar pelaporan 
keuangan lebih kredibel bagi pengguna. Hasil 
juga mengindikasikan independensi dewan 
komisaris yang independen dipertanyakan, 
karena tidak meningkatkan voluntary dis-
closure. Hal ini memungkinkan penunjuk­
an komisaris independen masih terafilisasi 
dengan perusahaan sehingga kurang efektif 
dalam menjalankan tugasnya. Padahal, se­
harusnya keberadaanya mampu meningkat­
kan voluntary disclosure perusahaan. Hasil 
menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan 
memerhatikan jumlah komite audit. Jumlah 
komite audit menunjukkan kefektifan kiner­
ja dalam hal pengawasan yang berdampak 
pada luasnya voluntary disclosure dalam 
rangka menghasilkan informasi yang lebih 
komprehensif yang berguna bagi pengguna.

Simpulan menunjukkan bahwa salah 
satu mekanisme corporate governance ter­
hadap voluntary disclosure adalah kepemi­
likan saham mayoritas yang dapat diketahui 
pada laporan tahunan perusahaan. Efekti­
vitas pengendalian terhadap proses penyu­
sunan laporan tahunan dapat didukung 
dengan adanya dewan komisaris yang inde­
penden, kompeten dalam bidang keuangan, 
dan kredibel baik secara individu maupun 
secara institusi. OJK hendaknya membuat 
peraturan yang jelas tentang pemilihan de­
wan komisaris baik dari dalam maupun 
luar perusahaan agar independensi terjaga 
dan informasi dari voluntary disclosure/pe­
ngungkapan sukarela pada laporan tahunan 
dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan 
konsep GCG, yaitu transparansi (transpa
rency), akuntabilitas (accountability), tang­
gung jawab (responsibility), independensi 
(independency), dan kewajaran (fairness) 
atau dapat disingkat dengan (TARIF) karena 
belum adanya aturan yang jelas mengenai 
bagaimana proses penunjukan komisaris 
oleh pemegang saham sehingga berpotensi 
adanya praktik KKN. Perusahaan hendak­
nya juga memerhatikan jumlah anggota 
komite audit karena dapat membantu peng­
awasan untuk meningkatkan transaparansi 
perusahaan, termasuk voluntary disclosure 
yang menghasilkan informasi yang lebih 
komprehensif bagi pengguna. Hasil pene­
litian yang telah diperoleh tidak lepas dari 
keterbatasan. Maka, saran untuk future re-
search antara lain mekanisme penerapan 
GCG yang efektif seharusnya lebih kom­
pleks sehingga lebih andal dan menggam­
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barkan variabel GCG seperti pendidikan, 
jumlah meeting, dan pengalaman kerja.
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